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Abstrak 
Isu Terorisme bersifat multidimensional sehingga strategi kontra-terorisme memerlukan 
pendekatan interagensi. Karena sifatnya yang multidimensional, kontra terorisme dilakukan oleh 
berbagai lembaga negara dalam kewenangannya masing-masing. Pendekatan interagensi 
diperlukan sebagai forum koordinasi berbagai lembaga untuk menyamakan perspektif dan 
merumuskan kebijakan strategis bersama dalam hal kontra-terorisme. Naskah ini bertujuan 
untuk mendeskribsikan dan melakukan perbandingan kerjasama interagensi dalam hal kontra-
terorisme di Indonesia-Australia menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Kata Kunci: Terorisme, Kontra-terorisme, Multidimensional, Kerjasama Antar-lembaga 
 
 
*Correspondence Address : Pertama.angga578@gmail.com  
DOI : 10.31604/jips.v8i3.2021.95-108 
© 2021UM-Tapsel Press 






Berbagai ancaman pada era 
globalisasi abad ke-21 yang asimetris 
dan cepat berubah membutuhkan 
model kerjasama antarlembaga 
(interagency) yang lebih gesit dan 
responsif. kompleksitas dan sifat 
ancaman yang multidimensional 
terhadap keamanan dan pertahanan 
negara telah menjadikan keniscayaan 
begitu dibutuhkannya model kerjasama 
antarlembaga (interagency) untuk 
dapat bekerjasama dan memiliki 
pandangan bersama mengenai 
kepentingan keamanan nasional di 
seluruh institusi negara. Begitupula 
dalam konteks dalam penelitian ini 
yang memiliki fokus terhadap ancaman 
aksi terorisme sebagai suatu bentuk 
peperangan asimetris yang 
penanganannya tidak hanya dapat 
dilaksanakan oleh suatu lembaga, 
namun membutuhkan pendekatan 
antar lembaga negara. 
 Ancaman munculnya aksi 
terorisme dan perkembangan jejaring 
terorisme begitu kompleks 
menggunakan metode yang tidak biasa 
dan memanfaatkan berbagai dimensi. 
Perkembangan aksi terorisme tidak 
hanya berada dalam jejaring dunia 
nyata, namun juga dalam dunia maya 
atau siber. Kemajuan teknologi siber 
telah memungkinakan seseorang untuk 
menjadi radikal secara mandiri (self-
radicalization), hingga belajar 
menciptakan alat peledak sendiri dan 
melakukan aksi terror sendirian – yang 
sering disebut lonewolf. Idiologi 
terorisme yang disebarkan baik melalui 
dunia nyata luar jaringan (luring) atau 
melalui dunia maya (dalam jaringan) 
menyasar berbagai sektor seprti sektor 
pendidikan, agama, informasi, dan 
keamanan. Hal inilah yang 
menggambarkan sifat multidimensional 
dari ancaman terorisme sehingga 
memerlukan pendekatan interagency 
dari berbagai institusi multisektor. 
 Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Brand dan Gabriella Marella bahwa 
Interagency Process merupakan 
langkah atau cara dimana lembaga yang 
berbeda-beda ataupun yang saling 
overlapping dapat saling berinteraksi 
untuk berkoordinasi dengan satu sama 
lain melalui sebuah proses kerjasama. 
Sedangkan menurut Gabriella Marella 
interagency process adalah sebuah 
upaya lembaga-lembaga untuk saling 
berkoordinasi dalam menjalankan 
kebijakan. Dalam melakukan kerjasama 
antar lembaga biasanya terjadi hauling 
and pulling atau tarik-menarik antar 
lembaga karena adanya perbedaan 
pandangan, kepentingan, serta 
perspektif dalam memandang suatu 
permasalahan. Dalam hal ini untuk 
melakukan kegiatan kontra terorisme 
diperlukan koordinasi dan kerjasama 
dari masing-masing lembaga agar 
kegiatan tersebut dapat berjalan 
dengan baik dan berhasil. 
 
Teori Model Antar Lembaga 
(Interagency Model) 
Kemajemukan dalam konteks 
pemerintahan adalah karakteristik di 
masing-masing sektor yang cukup 
relatif serta variatif satu sama lain. 
Kondisi relatif tersebut mengakibatkan 
adanya perbedaan orientasi visi dan 
misi dari masing -masing lembaga 
untuk secara kompetitif mencapai 
tujuannya masing-masing. Mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan 
terdapat beberapa masalah yang 
mampu ditangani oleh kebijakan 
lembaga tertentu namun terhadap 
beberapa masalah yang lain masih 
membutuhkan kebijakan dan 
penyelesaian dari lembaga lain. Maka 
dalam konteks tersebut untuk 
mencapai keselarasan kerja di antara 
masing-masing lembaga, memerlukan 
adanya sebuah pondasi untuk 
merumuskan dan menjelaskan 
sinergitas kerja untuk meraih tujuan 
umum dari pemerintahan. 
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Strategi sinergitas kerja tersebut 
dapat ditempuh dengan pendekatan 
model antar lembaga (interagency 
model). Pendekatan antara lembaga 
tersebut juga dikenal dengan istilah 
WoG (Whole of Government). yakni 
suatu pendekatan terhadap proses 
berjalannya suatu pemerintahan 
dengan upaya kolaboratif 
pemerintahan yang berasal dari 
keseluruhan sektor dalam ruang 
lingkup koordinatif yang lebih luas 
untuk mengarah pada tujuan 
pembuatan kebijakan, manajemen 
program dan pelayanan publik (Yogi 
Suwarno, 2017). 
Pendekatan model antar 
lembaga (interagency model) atau yang 
juga disebut sebagai WoG (Whole of 
Government) sebenarnya sudah lama 
dikenal dan berkembang di beberapa 
negara seperti Australia, Selandia Baru 
dan Inggris (Anglo-Saxon). Di berbagai 
negara tersebut, pendekatan antar 
lembaga dinilai sebagai kritik terhadap 
model manajemen public baru (new 
public management) yang dianggap 
terlalu efisien dan lebih sering 
menunjukkan ego sektoral dari suatu 
unsur kelembagaan ketimbang 
membangun integrasi antar sektor. 
Menurut Sharegold & Others 
dalam laporan APSC (Australian Public 
Service Commission) dikatakan bahwa : 
“…menunjukkan lembaga pelayanan 
publik yang bekerja berdasarkan 
portofolio untuk mencapau tujuan 
bersama dan secara terpadu terhadap 
isu tertentu. Pendekatan bisa bersifat 
formal dan informal. Mereka bisa fokus 
pada pengembangan kebijakan, 
manajemen program dan penyampaian 
pelayanan (Sharegold, 2004). 
Menurut laporan APSC 
(Australian Public Service Commission 
(APSC) adalah lembaga sentral dalam 
portofolio Perdana Menteri dan 
Kabinet. Komisi Mendukung dua 
pemangku jabatan: Komisaris 
pelayanan publik Australia yang juga 
merupakan kepala badan dan komisaris 
perlindungan merit. Fungsi mereka 
ditetapkan dalam bagian 41 (1) dan 50 
(1) Undang-undang pelayanan publik 
Tahun 1999) tersebut kita bisa 
memahami bahwa model antar lembaga 
atau WoG bisa kita anggap sebagai 
penggambaran tentang bagaimana 
sebuah lembaga pelayanan publik 
berjalan dalam garis lintas sektor dan 
lintas batas sebagai Langkah terpadu 
oleh pemerintah mengani persoalan-
persoalan tertentu untuk mencapai 
tujuan umum yang diharapkan oleh 
pemerintahan melalui bentuk 
Kerjasama antar lembaga. Terdapat 
aspek kebersamaan yang ditonjolkan 
melalui prosesi pelembagaan formal 
dan pendekatan informal sebagai 
langkah untuk menghapus sekat-sekat 
antar lembaga yang selama ini 
terbangun berdasarkan model 
manajemen publik baru atau new public 
management (Yogi Suwarno, 2017). 
Ada beberapa faktor yang 
mendorong berkembangnya model 
Kerjasama dengan pendekatan antar 
lembaga atau WoG. Pertama, terdapat 
faktor-faktor eksternal dari publik 
untuk menciptakan kebijakan yang 
terintegrasi, pemerintahan yang 
berjalan baik dalam merumuskan 
program pembangunan dan pelayanan 
publik. Kedua, secara internal terdapat 
kesenjangan kapabilitas sektoral antar 
lembaga yang terjadi karena nuansa 
kompetitif yang justru malah saling 
melemahkan dan kontraproduktif antar 
lembaga. Ketiga, latar belakang 
keragaman etnis, budaya, nilai-nilai 
yang dianut di berbagai daerah 
khususnya dalam konteks negara 
seperti Indonesia sangat 
memungkinkan adanya dinamika yang 
muncul di tengah keragaman tersebut. 
Maka model kerjasama dengan 
pendekatan antar lembaga dinilai 
sebagai satu bentuk sinergitas institusi 
yang sangat sesuai (Yogi Suwarno, 
2017). 






Fenomena dan Ancaman 
Terorisme di Negara Indonesia & 
Australia 
1. Indonesia 
Istilah terorisme berasal dari 
bahasa latin “terrere” yang memiliki 
arti menggetarkan atau membuat 
gemetar. Istilah teror tersebut juga bisa 
mengakibatkan ketakutan dan 
kengerian, namun hingga saat ini belum 
ada definisi menyeluruh mengenai 
terorisme termasuk di Indonesia. 
Namun dunia internasional secara 
serentak sepaham memandang bahwa 
tindakan terorisme merupakan 
perilaku menyimpang yang sangat 
merugikan negara dan perdamaian 
manusia yang ada di dunia. Indonesia 
merupakan salah satu negara di dunia 
yang paling sering menjadi langganan 
lokasi aksi teror. Tercatat bahwa telah 
terjadi beberapa kali aksi terorisme dan 
peledakan bom dalam rentang waktu 
antara tahun 2000 hingga kini. 
Peledakan bom di kedubes 
Filipina di daerah Jakarta pusat 
(Agustus 2000), peledakan bom di 
kedubes Malaysia daerah kuningan, 
Jakarta (Agustus 2000), peledakan bom 
di gedung Bursa Efek Jakarta 
(September 2000), rentetan aksi 
peledakan bom saat malam natal di 
berbagai tempat (Desember 2000), 
peledakan bom Gereja Santa Anna dan 
HKBP di Jakarta Timur (Juli 2001), Bom 
Bali I (Oktober 2002), peledakan bom di 
hotel JW Marriot (Agustus 2003), Aksi 
peledakan Kedubes Australia di Jakarta 
serta peledakan bom di Gereja 
Immanuel di daerah Palu, Sulawesi 
Tengah (September dan Desember 
2004), Bom Bali II (Oktober 2005), bom 
meledak di hotel JW Marriot dan Ritz-
Carlton, Jakarta (Juli 2009), bom bunuh 
diri di Masjid Mapolrestabes Cirebon 
(April 2011), bom bunuh diri di GBIS 
Kepunton, Solo, Jawa Tengah  pada  
Agustus 2012 (Wawan H. Purwanto, 
2012). 
Aksi pengeboman lainnya yakni 
bom bunuh diri di Mapolres Poso, 
Sulawesi Tengah pada Juni 2013 
(www.bbc.com, 2013), ledakan bom 
sarinah, Jakarta (Januari 2016), ledakan 
bom di Mapolresta Solo (Juli 2016), dua 
aksi bom bunuh diri di daerah Kampung 
Melayu, Jakarta (Mei 2017), bom bunuh 
diri yang meledak di tiga Gereja di 
Surabaya dan di hari yang sama pada 
malam harinya terjadi ledakan bom di 
rusun Wonocolo, Sidoarjo kemudian 
esok harinya terjadi ledakan di 
Mapolresta Surabaya, Jawa Timur pada 
13 dan 14 Mei 2018 
(nasional.kompas.com, 2018). 
Fakta lain yang menjadi 
ancaman serius bagi Indonesia ialah 
para pelaku terorisme tersebut 
memiliki strategi Tindakan yang cukup 
variatif. Hal tersebut didorong oleh 
masifnya program kontra terorisme 
oleh pemerintah. Pemerintah makin 
aktif dalam memburu para pelaku teror 
dan membongkar jaringan mereka serta 
motif dalam setiap aksi peledakan 
bomnya. Fenomena terorisme secara 
stratejik kemudian bergeser pada 
bentuk Gerakan dan jaringan yang lebih 
kecil namun masih sangat militan dalam 
melancarkan setiap aksi terornya. 
Jaringan tersebut tersebar menjadi 
jaringan yang lebih kecil dan sulit untuk 
dideteksi dan beraksi secara 
independen. 
Menurut laporan International 
Crisis Group (ICG), menyatakan bahwa 
“Ekstremisme kekerasan di Indonesia 
semakin meningkat dalam bentuk 
kelompok-kelompok kecil yang 
bertindak secara independen dari 
organisasi-organisasi jihad besar. Hal 
ini merupakan bagian dari respon 
terhadap penegakan hukum yang 
efektif yang mengakibatkan 
penangkapan yang lebih luas dan 
pelemahan struktural Jemaah Islamiyah 
(JI), Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), 
serta organisasi lain yang dituduh 
memiliki kaitan dengan tindak 
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terorisme. tetapi ini juga merupakan 
hasil dari pergeseran ideologis yang 
lebih mendukung aksi jihad secara 
"individual" daripada secara 
"organisasi" dan melakukan 
pembunuhan kecil-kecilan dengan 
target kecil, karena serangan yang 
dilancarkan kepada korban massal yang 
secara tidak sengaja malah membunuh 
umat Islam. Aksi bom bunuh diri di 
dalam masjid yang berada dalam 
wilayah kantor polisi pada 15 April 
2011 dan serentetan bom surat yang 
dikirim di Jakarta pada pertengahan 
Maret merupakan simbol dari 
pergeseran tersebut. pemerintah perlu 
segera mengembangkan strategi 
pencegahan untuk mengurangi 
kemungkinan lebih banyak kelompok 
seperti itu akan muncul” (International 
Crisis Group, 2011) 
Ancaman lain yang kemudian 
muncul ialah fenomena Lone Wolf 
Terrorism di Indonesia. Hal ini lebih 
terfokus pada aksi teror yang dilakukan 
oleh pelaku tunggal atau individual dan 
jaringan ini berupa sel-sel kecil yang 
jauh lebih sulit untuk dideteksi. Namun 
sel sel kecil tersebut satu sama lain 
masih akan terhubung sebab mereka 
memiliki persamaan ide yang tersebar 
melalui konektivitas media sosial. Hal 
ini menjadi kesulitan bagi pemerintah 
untuk mendeteksi dan membaca 
jaringan serta rencana pola serangan 
mereka. 
Pada akhir tahun 2016, telah 
terbunuh tiga orang di Tangerang 
selatan yang diduga sebagai teroris dan 
tertangkapnya tiga orang di daerah 
Batam, Kepulauan Riau, Deli Serdang, 
Sumatera Utara, Payakumbuh, 
Sumatera Barat oleh aparat kepolisian. 
Langkah tersebut diambil setelah 
dilakukan pengembangan dan 
penguraian informasi terhadap jaringan 
teroris, berdasarkan keterangan pelaku 
terduga teroris, Dian Yulia Novi di 
Bekasi yang sebelumnya sudah 
tertangkap lebih dulu. Mabes Polri 
menyatakan bahwa terkuaknya 
jaringan ini menjadi bukti bahwa 
mereka mengedarkan ideologi jihad 
melalui sel-sel kecil atau simptisan yang 
militan. Hal tersebut menjadi strategi 
baru yang dilancarkan ISIS di berbagai 
Negara termasuk Indonesia 
(www.bbc.com, 2016). 
Pola rekrutmen melalui 
pemanfaatan jaringan sel-sel kecil jauh 
lebih sulit dideteksi, sebab mayoritas 
orang yang tergabung dalam sel-sel 
kecil tersebut bukan merupakan 
jaringan yang sebelumnya sudah ada. 
Mereka bergabung karena hanya 
menyepakati ide yang disebar oleh 
kelompok teroris. Sel-sel kecil tersebut 
tidak perlu bergabung dengan 
organisasi teroris untuk memiliki 
identitas kolektif (Prasetyo, 2014). 
Mereka hanya terhubung melalui 
kesamaan ide dan terhubung melalui 
saluran media sosial dan komunikasi. 
 
2. Australia 
Australia melihat ancaman 
terorisme dalam konteks global dimana 
terdapat ancaman dari kelompok 
seperti ISIS, Al-Qaeda dan berbagai 
kelompok yang berafiliasi dengannya. 
Australia memandang kelompok teroris 
tersebut memiliki niat dan kapabilitas 
yang cukup untuk melakukan serangan 
aksi terorisme. 
 Organisasi terorisme, ISIS 
khususnya, dianggap telah memberikan 
pengaruh langsung di Australia melalui 
promosi idiologi ekstremisme 
kekerasan. Ideologi kekerasan dari 
kelompok teror, propaganda persuasif, 
dan pengaruhnya terhadap orang-
orang muda melalui media dalam 
jaringan (daring) dianggap 
bertanggung jawab secara langsung 
atas munculnya radikalisasi dan 
ekstremisme kekerasan dari sejumlah 
besar individu di masyarakat australia. 
Sebagai hasil langsung, sekarang 
terdapat risiko yang lebih tinggi untuk 
serangan oleh individu atau kelompok 





kecil dari pada sebelumnya (Australia’s 
Counter-Terrorism Strategy, 
Strenghtening Our Resilience, 2015). 
 Pengaruh ekstremis kekerasan 
di Australia akan diperburuk oleh 
foreign terorist figthter (FTF) yang 
ingin kembali dari zona konflik di Timur 
Tengah. Beberapa FTF ini akan 
berusaha untuk kembali dengan 
keterampilan, pengalaman dan 
kecenderungan untuk melakukan 
tindakan kekerasan yang akan 
membuat mereka menjadi risiko 
ancaman yang signifikan bagi 
masyarakat. Australia juga tidak luput 
untuk menaruh perhatian terhadap 
Terorisme yang didasarkan pada 
kepercayaan ideologis, agama, atau 
politik lainnya seperti sayap kanan atau 
ekstremis sayap kiri. namun Australia 
menganggap besarnya ancaman tidak 
sebesar seperti yang ditimbulkan oleh 
ekstremis kekerasan yang mengaku 
bertindak atas nama Islam seperti ISIS 
dan Al-Qaeda. 
 Pada bulan september 2014, 
untuk pertama kalinya, tingkat siaga 
terorisme public nasional australia 
dinaikkan statusnya menjadi level 
tinggi. ini mencerminkan penilaian 
organisasi intelijen keamanan Australia 
(ASIO) bahwa kemungkinan serangan 
teroris dan ancaman yang tinggi 
kemungkinan akan bertahan. 
 AKN utama Australia adalah 
terorisme. Namun ancaman tersebut 
lebih merupakan ancaman aksi teror 
atas warga Australia di luar negeri, 
ketimbang di dalam negeri. Lokasi 
geografis Australia yang terpencil dan 
penjagaan wilayah perbatasannya yang 
sangat ketat, membuat kelompok 
teroris sulit masuk ke Australia. 
Kelompok teroris kerap menjadikan 
warga Australia di Asia Tenggara 
sebagai sasaran utamanya. Sudah 
terjadi empat aksi teror dengan sasaran 
warga Australia antara tahun 2002 
hingga 2005. Hal tersebut didorong oleh 
kebijakan luar negeri Australia yang 
dianggap memprovokasi kepentingan 
kelompok teroris tersebut. Kebijakan 
Australia yang telah berkoalisi dengan 
militer Amerika Serikat di front 
Afganistan, Irak dan Libya, tentu 
mengganggu kepentingan kelompok 
teroris tertentu. Sementara jumlah 
warga Australia di Indonesia (terutama 
di Bali) sangat banyak. Hal tersebut 
menjadikannya sasaran empuk bagi 
aksi teroris. 
 Dalam Review of Australian 
Counterterorism Machinery dikatakan 
bahwa ancaman terorisme di Australia 
semakin meningkat dan ancaman 
tersebut menjadi semakin berat untuk 
dilawan. Dalam buku tersebut 
dikemukakan berbagai ancaman terkait 
terorisme di Australia, sperti berikut: 
(Review of Australia’s Counter-
Terrorism Machinery, 2015) 
a. semakin banyaknya orang 
Australia bergabung dengan 
kelompok ekstremis di luar 
negeri. 
b. Ada semakin banyak potensi 
teroris, pendukung dan 
simpatisan di komunitas 
kami (Australia). 
c. Ada kecenderungan tren 
"lone actor" dengan 
teknologi rendah yang 
secara eksponensial lebih 
sulit untuk diatasi: mungkin 
tidak ada visibilitas 
perencanaan dan tidak ada 
penundaan waktu antara 
niat dan tindakan. 
d. Sekarang ada dimensi 
antargenerasi, dengan 
keluarga teroris yang 
dikenal semakin radikal 
e. Kekuatan internasional yang 
menggerakkan ideologi dan 
meningkatnya  kemampuan 
teroris, dan narasi ekstremis 
semakin meningkat di 
masyarakat Australia. 
f. Teroris menggunakan 
teknologi dan metodologi 
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canggih untuk menghindari 
radar. 
g. Teroris sekarang mahir 
dalam mengeksploitasi 
media sosial untuk 
mendistribusikan produk 
propaganda 
 Untuk mengatasai berbagai 
ancaman teroris tersebut Australia 
mencangnankan visi kedepan dengan 
melawan aksi terorisme dengan 
meningkatkan efektivitas kontra 
terorisme salah satunya adlaah dengan 
memperkuat kepemimpinan antar-
lembaga dan koordinasi dengan 
menunjuk Koordinator CT Nasional 
sebagai penasihat utama Pemerintah 
untuk CT. 
 Seiring dengan meningkatnya 
jumlah lembaga keamanan nasional 
yang menanggapi tantangan CT dan 
kompleksitas tantangan CT, struktur 
tata kelola dan koordinasi ditingkatkan 
untuk menghindari 'siloing' (data hilang 
atau terisolasi). Penekanannya adalah 
pada berbagi informasi dan kerja sama, 
baik domestik maupun internasional. 
Lembaga menjadi lebih terkoordinasi 
dengan hubungan yang kuat antar 
pemerintah. Mereka juga menjadi lebih 
mampu - dengan kekuatan legislatif 
yang lebih baik dan sumber daya yang 
lebih besar. Mantra komunitas intelijen 
kuno tentang berbagi informasi 'perlu 
tahu' diganti dengan moto baru 'perlu 
berbagi' (Review of Australian 
Counterterorism Machinery, 2015). 
 Tidak ada serangan teroris skala 
besar di Australia abad ini. Serangan 
oleh Numan Haider pada dua petugas 
polisi pada September 2014, dan 
pengepungan Martin Place pada 
Desember 2014 adalah satu-satunya 
serangan teroris yang berhasil atau 
insiden di tanah Australia (Review of 
Australian Counterterorism Machinery, 
2015). 
 
Institusi yang Menanganani 
Terorisme di Indonesia & Australia 
1. Indonesia 
Pasca insiden ledakan bom Bali I 
yang terjadi pada 12 Oktober 2002 
silam, presiden Megawati 
Soekarnoputri dengan sigap langsung 
mengeluarkan Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 4 Tahun 2002. Instruksi 
presiden tersebut memerintahkan dan 
memberi wewenang kepada Susilo 
Bambang Yudhoyono yang saat tu 
menjabat sebagai Menteri Koordinator 
Bidang Politik dan Kemanan 
(Menkopolkam) untuk dengan segera 
merumuskan strategi dan kebijakan 
mengenai penanggulangan tindak 
terorisme. 
Berdasarkan amanah presiden 
melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2002 
tersebut akhirnya Susilo Bambang 
Yudhoyono mendirikan DKPT (Desk 
Koordinasi Pemberantasan Terorisme) 
dengan turunan hukumnya yakni 
Kepmen (Keputusan Menteri) Nomor: 
Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. 
Badan tersebut memiliki tugas utama 
untuk membantu Menkopolkam dalam 
Menyusun strategi dan kebijakan untuk 
melawan terorisme. Kebijakan tersebut 
mengenai langkah penangkalan, 
pencegahan, penanggulangan dan 
penghentian serta penyelesaian 
indakan hukum yang dibutuhkan. Irjen 
Pol. Drs. Ansyaad dipilih sebagai ketua 
DKPT pertama kali. 
Rapat kerja yang dilaksanakan 
antara Menkopolkam dan Komisi I DPR 
RI pada tanggal 31 Agustus 2009 
kemudian menghasilkan beberapa 
keputusan untuk menjawab isu dan 
fenomena ancaman kritis nasional 
melalui gerakan dan ancaman 
terorisme di Indonesia, pemerintah 
Indonesia melalui Peraturan Presiden 
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme, 
mengamanahkan Badan tersebut untuk 
melakukan upaya penanggulangan 
terorisme. Berdasarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 121/M 
Tahun 2010 menunjuk Irjen Pol 





Ansyaad Mbai sebagai kepala BNPT. 
Berikut adalah beberapa tugas utama 
yang dimiliki oleh BNPT dalam pasal 2 
Perpres Nomor 46 Taun 2010, yaitu: 
(Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 
2010) 
a. Menyusun kebijakan, strategi, 
dan program nasional di 
bidang penanggulangan 
terorisme. 
b. Mengkoordinasikan instansi 
pemerintah terkait dalam 
melaksanakan kebijakan di 
bidang penanggulangan 
terorisme. 
c. Membentuk satuan tugas-
tugas yang terdiri dari unsur 
instansi pemerintah terkait 




Selain tugas terebut BNPT juga 
memiliki fungsi, yakni: (Pasal 3, 
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 
2010) 
a. Penyusunan kebijakan, 
strategi, dan program 
nasional di bidang 
penanggulangan terorisme; 
b. monitoring, analisa, dan 
evaluasi di bidang 
penanggulangan terorisme; 
c. koordinasi dalam pencegahan 
dan pelaksanaan kegiatan 
melawan propaganda 
ideologi radikal di bidang 
penanggulangan terorisme; 
d. koordinasi pelaksanaan 
deradikalisasi; 
e. koordinasi pelaksanaan 
perlindungan terhadap 
obyek-obyek yang potensial 
menjadi target serangan 
terorisme; 




g. pelaksanaan kerjasama 
internasional di bidang 
penanggulangan terorisme; 
h. perencanaan, pembinaan, dan 
pengendalian terhadap 
program, administrasi dan 
sumber daya serta kerjasama 
antar instansi; 
i. pengoperasian Satuan Tugas-
Satuan Tugas dilaksanakan 
dalam rangka pencegahan, 
perlindungan, deradikalisasi, 
penindakan, dan penyiapan 





Forum koordinasi Keamanan 
Nasional di Australia dilembagakan 
dengan nama National Security 
Committee (NSC) of Cabinet yang 
merupakan komite dalam kabinet dan 
menjadi pengambil keputusan puncak 
untuk masalah Keamanan Nasional, 
intelijen, dan pertahanan. NSC dipimpin 
oleh PM dan beranggotakan Wakil PM, 
Jaksa Agung, Menlu, Menhan, Sekretaris 
dari departemen jasa publik, Kepala 
Angkatan Perang, National Security 
Advisor, Direktur Jenderal Keamanan, 
Direktur Jenderal Office of National 
Assessments dan Kepala Australian 
Secret Intelligence Service. Dalam 
menjalankan tugasnya, NSC dibantu 
oleh Secretaries Committee on National 
Security (SCNS) yang dahulu bernama 
Secretaries Committee on Intelligence 
and Security. SCNS menangani segala 
hal penting untuk dilaporkan ke NSC 
melalui pendekatan koordinasi 
kebijakan dari Kejaksaan Agung 
Australia tahun 2016 (Yanyan 
Mochamad Yani & Ian Montratama, 
2018). 
Anggota SCNS meliputi 
Secretary of the Department of the 
Prime Minister and Cabinet, Associate 
Secretary for National Security and 
International Policy of the Department 
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of the Prime Minister and Cabinet, 
Secretary of the Attorney-General's 
Department, Secretary of the 
Department of Foreign Affairs and 
Trade, Secretary of the Department of 
Defence, Secretary of the Department of 
the Treasury, Chief of the Australian 
Defence Force, dan Director-General of 
the Office of National Assessments. 
Anggota lainnya dapat meliputi 
Komisioner Kepolisian Federal 
Australia, Chief Executive Officer dari 
Australian Customs and Border 
Protection Service, dan Chief Executive 
Officer dari Australian Crime 
Commission, dan Kepala ASIO, ASIS, 
AGD, ASD, dan DIO, manakala 
dibutuhkan (ANAO 2011) (Yanyan 
Mochamad Yani & Ian Montratama, 
2018). 
Sementara di dalam kantor PM 
juga ada badan yang bernama National 
Security and International Policy Group 
(NSIPG) yang dipimpin oleh Associate 
Secretary for National Security and 
International Policy. NSIPG bertugas 
memberi saran atas kebijakan luar 
negeri, perdagangan, traktat, 
pertahanan, intelijen, non-proliferasi, 
pemberantasan terorisme, penegakkan 
hukum, keamanan perbatasan, 
pengelolaan keadaan darurat; 
mengkoordinasikan kajian ilmu dan 
teknologi terkait keamanan; dan 
mengkoordinasikan peran 
kepemimpinan dalam pembangunan 
kebijakan Keamanan Nasional (Yanyan 
Mochamad Yani & Ian Montratama, 
2018). 
NSIPG memiliki tiga divisi yang 
dipimpin masing-masing oleh First 
Assistant Secretary, yaitu: (1) Divisi 
Internasional yang memberi saran dan 
mengkoordinasikan masalah dan 
prioritas kebijakan luar negeri, 
perdagangan, bantuan dan traktat, 
termasuk hubungan bilateral dan 
hubungan dengan organisasi regional 
dan internasional, negosiasi pasar 
bebas, dan menangani prioritas 
program bantuan ke luar negeri. Divisi 
ini terbagi dalam bagian Asia Pasifik, 
Amerika, Timur Tengah dan Asia Utara, 
serta Multilateral dan Perdagangan; (2) 
Divisi Keamanan Nasional yang 
memberi saran, koordinasi dan 
kepemimpinan pada kebijakan, 
prioritas, dan strategi yang menyangkut 
operasi militer, strategi pertahanan. 
Pemberantasan terorisme, dan proteksi 
prasarana kritikal. Divisi ini terbagi 
dalam bagian Pertahanan dan 
Keamanan Domestik; (3) Divisi 
Kebijakan Siber dan Intelijen yang 
memberi saran, koordinasi dan 
kepemimpinan tentang kebijakan, 
prioritas dan strategi di bidang 
keamanan siber, terorisme siber, dan 
intelijen. Divisi ini terbagi dalam bagian 
Intelijen dan Kebijakan Siber (Yanyan 
Mochamad Yani & Ian Montratama, 
2018). 
Australian Security Intelligence 
Organisation (ASIO) yang merupakan 
instansi Keamanan Nasional dengan 
tugas utama mencari informasi dan 
memproduksi intelijen yang 
menyadarkan pemerintah atas aktivitas 
dan situasi yang dapat membahayakan 
Keamanan Nasional Australia. ASIO 
memiliki sejumlah badan seperti : (1) 
Counter-Terrorism Control Centre yang 
bertugas dalam menerapkan dan 
mengelola prioritas pemberantasan 
terorisme, mengidentifikasi kebutuhan 
intelijen, dan menjamin proses koleksi 
dan distribusi informasi 
pemberantasan terorisme dapat selaras 
dan efektif; (2) National Threat 
Assessment Centre juga bagian dari 
ASIO yang bertanggungjawab dalam 
menganalisis ancaman teroris atas 
kepentingan Australia di luar negeri dan 
ancaman teroris dan kekejaman dari 
demonstrasi di Australia; (3) National 
Threat Assessment Centre (NTAC) 
bertugas menyiapkan kajian atas 
kemungkinan dari munculnya 
terorisme dan kekejaman demonstrasi, 
termasuk yang melawan Australia, 





warga negara Australia, dan 
kepentingan Australia di dalam dan luar 
negeri, atas peristiwa khusus dan 
kepentingan internasional di Australia; 
(4) Business Liaison Unit (BLU) menjadi 
penghubung antara sektor swasta dan 
komunitas intelijen Australia; (5) 
Counter Terrorism Control Centre 
(CTCC) bertugas menetapkan dan 
mengelola prioritas pemberantasan 
terorisme, mengidentifikasi kebutuhan 
intelijen, dan menjamin proses 
pengumpulan dan distribusi informasi 
pemberantasan terorisme dapat selaras 
dan efektif diterima of komunitas 
lembaga pemberantasan terorisme. 
CTCC beranggotakan pejabat senior 
dari ASIS, AFP, ASD, dan AGO (Yanyan 
Mochamad Yani & Ian Montratama, 
2018). 
Australian Secret Intelligence 
Service (ASIS) adalah badan intelijen 
yang menggunakan agen rahasia di luar 
negeri dengan misi untuk melindungi 
dan mendukung kepentingan vital 
Australia melalui kegiatan intelijen 
rahasia luar negeri. Tujuan utama ASIS 
adalah mendapatkan dan 
mendistribusikan intelijen rahasia 
tentang kemampuan, intensi, dan 
aktivitas individu atau organisasi di luar 
Australia, yang dapat berdampak pada 
kepentingan Australia dan ketentraman 
penduduknya (Yanyan Mochamad Yani 
& Ian Montratama, 2018). 
Office of National Assessments 
(ONA) bertugas membuat kajian atas 
perkembangan politik internasional, isu 
strategis dan ekonomi sebagai lembaga 
independen yang bertanggungjawab 
langsung kepada PM dan memberi 
saran dan kajian pada menteri senior 
lain di National Security Committee of 
Cabinet dan Senior Officials of 
Government Departments. ONA 
beroperasi di bawah legislasinya dan 
bertanggungjawab untuk berkoordinasi 
dan mengevaluasi kegiatan intelijen 
luar negeri Asutralia. ONA 
mengumpulkan informasi dari badan 
inetelijen, laporan diplomatik, lembaga 
pemerintah dan sumber umum. ONA 
memiliki badan di bawahnya yang 
disebut dengan Open Source Centre 
(OSC) yang mengumpulkan, mengkaji, 
dan menganalisa informasi dari sumber 
umum untuk mendukung Keamanan 
Nasional Australia (Yanyan Mochamad 
Yani & Ian Montratama, 2018). 
Sebagai garda utama dalam hal 
penindakan dan penegakan hukum 
Australai memeiliki Polisi Federal 
Australia (AFP) sangat terlatih dan 
diperlengkapi dengan baik untuk 
menanggapi serangan teroris. AFP 
memiliki keterampilan dalam 
investigasi, negosiasi, respons taktis, 
menjinakan bom, manajemen krisis dan 
pembebasan sandera, memungkinkan 
respons yang efektif terhadap serangan 
teroris di semua teritori (Australia’s 
Counter-Terrorism Strategy, 
Strenghtening Our Resilience, 2015). 
Dengan seluruh instrumen dan 
lembaga yang dimiliki seperti telah 
dijelaskan diata, maka ketika terjadi 
serangan teroris Asutralia akan dapat 
merespon ancaman dengan tenang dan 
efisien untuk membawa para pelaku ke 
pengadilan dan memastikan bahwa 
seluruh masyarakat Australia dapat 
kembali ke kegiatan sehari-hari dengan 
percaya diri. Hal tersebut adalah bentuk 
perwujudan tanggung jawab negara 
dalam memberikan keamanan bagi 
warga negara dari ancaman terorisme. 
Australia memiliki sistem koordinasi 
antar lembaga yang lengkap, disiapkan 
dengan baik, dan efisien. 
Keterlibatan akomunitas 
amasyarakat aterutama alingkungan 
alembaga apendidikan, akeluarga adan 
alingkungan amasyarakat aserta 
agenerasi amuda aitu asendiri adalam 
amencegah aterorisme amenjadi 
asangat apenting. aKarena aitulah 
adibutuhkan aketerlibatan aseluruh 
akomponen amasyarakat adalam 
amemerangi aterorisme ademi 
akeberlangsungan akehidupan abangsa 
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adan anegara atercinta ayang adamai, 
aadil adan asejahtera. 
Komparasi Pendekatan Antar 
Lembaga dalam Menangani 
Terorisme di Indonesia & Australia 
1. Indonesia 
Selain BNPT, ada juga Lembaga 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang juga memiliki tanggung jawab 
untuk menanggulangi perkara 
terorisme. Melalui Detasemen Khusus 
Anti Teror atau yang sering dikenal 
dengan Densus 88, Polri mendapatkan 
otoritas dari pemerintah RI untuk 
menjalankan fungsi penanggulangan 
terorisme. Wewenang tersebut 
berkaitan dengan penindakan setiap 
aksi terorisme (Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2003). Sebab secara umum 
kepolisian Negara Republik Indonesia 
memiliki tugas untuk: (Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) 
a. Memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat; 
b. menegakkan hukum; 
c. memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat 
Namun Polri merupakan salah 
satu bagian dari pemerintahan yang 
tetap perlu untuk membangun sinergi 
dalam langkah menangkal munculnya 
persebaran Ideologi Radikal-esktrimis 
dan perilaku terorisme. Polri juga harus 
berkoordinasi dan bekerjasama dengan 
aparat keamanan lainnya dan juga 
harus menjalin kerjasama dengan tokoh 
masyarakat. Khususnya dalam hal 
penindakan hukum bagi para pelaku 
terorisme. Selain itu juga ada fungsi TNI 
untuk terlibat dalam operasi militer 
selain perang yang termasuk mengatasi 
aksi terorisme (Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2004) dan peran Badan 
Intelijen Negara (BIN) untuk menjaga 
kepentingan dan keamanan nasional 
yang sangat mungkin ditimbulkan oleh 
aksi terorisme melalui langkah 
pencegahan dan deteksi dini (Pasal 6, 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2011). 
Lebih lanjut mengenai 
kerjasama antar lembaga di lingkungan 
pemerintahan Indonesia termuat dalam 
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 
2013 yang menginstruksikan 
Menkopolhukam, Mendagri, Kepala 
BNPT, Kapolri, Kepala BIN, Panglima 
TNI, Seluruh Kepala Daerah Tingkat I 
dan II untuk lebih mengefektikan 
kerjasama dalam penanganan terhadap 
gangguan keamanan dalam negeri salah 
satunya yakni ancaman terorisme 
(Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 
2013). BNPT diberikan otoritas untuk 
membangun koordinasi dengan 
Lembaga pemerintah yang terkait dan 
pemegang kepentingan lainnya dalam 
upaya membangun sinergitas strategi 
kontra terorisme (Peraturan Presiden 
RI Nomor 46 Tahun 2010). 
 
2. Australia 
Kolaborasi antarlembaga telah 
dibangun secara progresif dan lebih 
kuat sekarang dari sebelumnya. Ada 
serangkaian pengaturan ad hoc dan 
permanen yang membantu agensi 
bekerja lintas agensi tradisional dan silo 
fungsional. Secara khusus, Komite Anti 
Terorisme Australia-Selandia Baru 
(ANZCTC) menyediakan mekanisme 
untuk berbagi informasi multi-
jurisdiksi, pengembangan kemampuan 
nasional, dan kolaborasi untuk 
mencegah terorisme di Australia. 
Kemitraan internasional 
digunakan untuk meningkatkan 
jangkauan global Australia dan 
bertukar intelijen kritis. Australia 
memiliki kemitraan operasional yang 
kuat dengan mitra internasional baik 
melalui AFP maupun badan intelijen. 
Badan-badan kebijakan juga secara 
rutin terlibat secara bilateral dengan 
mitra internasional dan melalui 
berbagai forum multilateral untuk 
berbagi praktik terbaik, membangun 





kapasitas, dan berkolaborasi untuk 
melawan terorisme. 
Seperti diuraikan dalam 
berbagai pejelasan sebelumnya, 
ancaman terorisme yang berkembang 
menantang kemampuan CT Australia 
seperti untuk makin berkembang. Oleh 
karena itu sangat penting bahwa semua 
lembaga dengan kemampuan CT dapat 
bekerja bersama dengan lancar.  
Berdasarkan pertimbangan 
konseptual dan struktural, Tinjauan ini 
menyimpulkan bahwa pembentukan 
departemen baru bukanlah cara yang 
diperlukan atau praktis untuk 
memperkuat koordinasi kegiatan CT 
kami. Namun, mekanisme koordinasi 
yang ada harus diperkuat untuk 
memastikan bahwa semua lembaga di 
tingkat pengambilan keputusan 
strategis dan operasional dapat bekerja 
dalam harmoni (Review of Australian 
Counterterorism Machinery, 2015). 
Penting untuk dicatat bahwa 
memastikan upaya CT Commonwealth 
terkoordinasi dengan baik hanya satu 
bagian dari keberhasilan pendekatan 
CT Negara bagian dan teritori 
bertanggung jawab atas sebagian besar 
kemampuan CT nasional Australia, jadi 
kita harus memastikan bahwa 
pengaturan Persemakmuran cocok 
dengan pendekatan negara bagian dan 
teritori. Terlepas dari usulan perubahan 
tata kelola Persemakmuran, ANZCTC 
adalah badan yang paling tepat untuk 
memastikan upaya CT nasional 
terkoordinasi (Review of Australian 
Counterterorism Machinery, 2015). 
 
Legislasi 
Australia memiliki kerangka 
kerja legislatif CT yang kuat yang telah 
diperbarui secara teratur sejak tahun 
2001. Reformasi ini telah membantu 
memastikan bahwa badan-badan 
keamanan nasional memiliki 
kemampuan yang diperlukan untuk 
melawan terorisme. Undang-undang 
yang diperkenalkan sejak 2001 telah 
mendukung 35 penuntutan Australia 
untuk pelanggaran terkait terorisme. 
Kerangka kerja CT legislatif kami 
diseimbangkan dengan serangkaian 
perlindungan hukum, seperti: (Review 
of Australian Counterterorism 
Machinery, 2015) 
a. akuntabilitas Kementrian 
yang jelas 
b. pengawasan parlemen 
diberikan melalui Komite 
Bersama Parlemen untuk 
Intelijen dan Keamanan 
(PJCIS) 
c. jaminan independensi oleh 
Inspektur Jenderal Intelijen 
dan Keamanan, yang 
bertanggung jawab untuk 
memberikan saran kepada 
Perdana Menteri, menteri 
senior dan Parlemen tentang 
apakah badan intelijen dan 
keamanan Australia 
bertindak secara sah dan 
terhormat. 
d. kegiatan oleh INSLM untuk 
meninjau operasi, keefektifan 
dan implikasi undang-undang 




Australia Memiliki National 
Security Comite (NSC), yang merupakan 
komite dalam kabinet untuk dapat 
mengambil keputusan puncak dan 
strategis untuk masalah keamanan dan 
pertahanan terkait dengan masalah 
ancaman terorisme di Australia. Komite 
ini dipimpin oleh Perdana Mentri dan 
beranggotakan Wakil PM, Jaksa Agung, 
Kementrian Luar Negeri, Kementrian 
Pertahanan, Sekretaris dari 
departemen jasa publik, Kepala 
Angkatan Militer, Penasihat Keamanan 
Nasional (National Security Advisor), 
Direktur Jenderal Keamanan, Direktur 
Jenderal Office of National Assessments 
dan Kepala Australian Secret 
Intelligence Service. 
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Dilihat dari struktur 
keanggotaannya komite ini merupakan 
perwujudan dari konsep kerjasalama 
interagency yakni, sebagai wadah dari 
berbagai aspek kontra terorisme 
seperti penegakan hukum, militer, 
intelijen, hingga diplomasi sehingga tiap 
lembaga dapat duduk bersama dan 
menyamakan persepsi terkait 
keputusan strategis yang akan diambil 
dalam hal kontra-terorisme di 
Australia. 
Hal ini menunjukan bahwa 
secara struktur sistem kelembagaan 
kontra-terorisme di Australia telah 
memungkinkan proses interagency 
model untuk dapat saling berinteraksi 
dan melakukan fungsi koordinasi antar 
lembaga pada berbagai aspek untuk 
dapat menjalankan suatu proses 
kerjasama. Sehingga dalam 
menentukan kebijakan strategis kontra 
terorisme pada level nasional dalam 
berbagai aspek dan perspektif lembaga 
yang berbeda-beda ataupun yang saling 
overlapping dapat saling berinteraksi 
untuk berkoordinasi menyamakan 
perspektif satu sama lain melalui 
sebuah mekanisme yang tepat. 
 Pada akhirnya suatu kebijakan 
yang dirumuskan diharapkan 
merupakan suatu kebijakan yang 
komprehensif dan holistik untuk 
keberhasilan kegiatan kontra- 
terorisme di Australia. 
Penanggulangan terorisme 
dengan model antar lembaga di 
Indonesia masih bersifat koordinatif. 
Hal tersebut tertuang dalam pasal 3 
Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang 
memberikan otoritas kepada BNPT 
untuk melakukan koordinasi dengan 
lembaga dan instansi lain di 
pemerintahan. Lebih lanjut dalam pasal 
23 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang 
mengatur tentang satuan tugas yang 
bisa dilakukan oleh BNPT. Namun hal 
tersebut masih dalam level koordinatif 
yang lebih bersifat insidentil. 
Selanjutnya dalam Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 2013 yang 
mana instruksi tersebut hanya 
berorientasi pada efektifitas antar 
lembaga semisal Kemenkopolhukam, 
Kemendagri, BIN, Polri, TNI, BNPT, 
Kepala Daerah Tingkat I dan II. Kembali 
lagi, Instruksi tersebut hanya sebatas 
pada ruang koordinasi antar lembaga 
Negara dalam upaya penanggulangan 
terorisme di Indonesia. 
Namun hal yang sangat berbeda 
dengan Australia ialah, Indonesia belum 
memiliki komite atau dewan yang 
memiliki level seperti  NSC (National 
Security Committee). Komite atau 
dewan tersebut harus memiliki otoritas 
tertinggi sebagai wadah untuk 
membentuk lingkaran koordinasi antar 
lembaga, menyusun strategi, 
mengambil keputusan. Badan atau 
komite tersebut tidak hanyaterbatas 
pada sifat koordinatif di level 
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